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Abstrak  

Tujuan: artikel ini membahas peran penting Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan multikultural bagi peserta didik melalui 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. 
Multikulturalisme bukan sekadar pengakuan atas keberadaan keragaman, 
melainkan juga sebagai suatu konsep atau kebijakan politik untuk mengelola dan 
menangani keragaman budaya serta klaim-klaim moral, hukum, dan politis yang 
muncul karena loyalitas terhadap etnis, agama, bahasa, atau kebangsaan. 

Metode: melalui pendekatan kualitatif, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi 
peran sekolah dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural pada peserta 
didik. 

Hasil: hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang penting 
dalam mewujudkan warga negara multikultural. pembelajaran PPKn yang efektif 
dapat meningkatkan kesadaran multikultural dan pemahaman siswa tentang 
keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. 

Kebaruan: pendekatan pembelajaran PPKn yang bermuatan pendidikan 
multikultural yang berpadu dengan pendekatan pembelajaran Project Based 
Learning menjadi kebaruan dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, warga 

negara Multikultural 

PENDAHULUAN  

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dihadapkan pada tantangan dengan 
berbagai konflik sosial yang terjadi (seperti etnisitas, strata sosial, pengangguran, dan 
kriminalitas) yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Keberagaman yang terjadi di 
Indonesia sering kali memunculkan permasalah-permasalah yang bersumber dari adanya 
perbedaan suku bangsa, agama, dan antar golongan. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya 
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penanaman nilai-nilai yang menghargai segala bentuk perbedaan kepada para pelajar sebagai 
generasi muda sebagai wujud upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di Indonesia. 
Konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sinyal kuat yang harus dijadikan 
early warning bagi semua pihak khususnya pemerintah utuk mengambil tindakan prefentif agar 
tidak berdampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
(Wibowo & Wahono, 2017). 

Keragaman yang terjadi sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi besar bagi 
bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan besar. Namun di lain pihak, 
keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila 
seluruh elemen masyarakat tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman tersebut 
dengan baik. Umat Islam sebagai pemeluk agama yang mayoritas di Indonesia, harus menjadi 
garda terdepan dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen penting bagi warga negara Indonesia, perlu 
dioptimalkan semaksimal mungkin untuk mengelola dinamika keragaman yang ada agar dapat 
menjadi potensi kemajuan bagi bangsa Indonesia. 

Demokratisasi dan desentralisasi yang dibawa melalui Reformasi telah membawa 
perubahan yang signifikan terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Hasil dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru menyatakan 
bahwa pendidikan harus menghasilkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 
yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, sehat, berilmu, 
cerdas, kreatif dan mandiri. Pernyataan tersebut menyoroti pergeseran dari pemerintahan 
otoriter ke kewarganegaraan partisipatif dan demokratis di mana 'identitas sipil tidak lagi dilihat 
sebagai integrasi kehendak warga negara dalam negara yang dipersonifikasikan (Hoon, 2015). 

Sekolah, sebagai institusi pendidikan utama dan pusat pembelajaran resmi, memiliki peran 
yang sangat penting dalam memelihara dan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. 
Sebagai tempat di mana siswa datang untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan, sekolah 
memiliki potensi besar untuk menyematkan nilai-nilai multikultural. Hal ini tercermin dalam 
proses pembelajaran di dalam kelas, interaksi antara siswa dan guru, serta interaksi sosial mereka 
dengan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadikan sekolah sebagai sarana 
yang sangat berpotensi untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan multikultural kepada para 
siswa. Ketika para siswa menyelesaikan pendidikan formal mereka di sekolah menengah atas 
selama kurang lebih tiga tahun, mereka akan menjadi anggota aktif dalam masyarakat secara 
keseluruhan. 

Menghubungkan paradigma kewarganegaraan multikultural dengan peran sekolah sangat 
relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan plural, karena diharapkan bahwa 
institusi sekolah dapat secara efektif berperan dalam rekayasa sosial dan transformasi 
sosiokultural bangsa. Pengalaman hidup di lingkungan sekolah, baik yang memiliki aspek positif 
maupun negatif, sudah menjadi hal yang umum. Ada banyak manfaat positif yang dapat 
diperoleh, salah satunya adalah pembentukan karakter para pelajar sebagai generasi penerus 
bangsa yang memiliki moral yang baik. Dengan karakter yang kuat, diharapkan para pelajar 
sebagai warga negara muda dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dalam 
kehidupan masa depan. 

Berdasarkan kenyataan yang memilukan ini, maka keberadaan sekolah dalam 
mengimplementasikan kewarganegaraan multikultural melalui pelaksanaan pendidikan dan 
pembelajara yang berbasis multukultural sangat diperlukan. Menurut Ainul Yaqin, pendidikan 
multikultural adalah pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua pembelajaran 
dengan cara menerapkan model dan metode pembelajaran yang bersumber pada pengembanagn 
semua potensi pelajar untuk menghargai berbagai bentuk perbedaan dan heterogenitas sebagai 
konsekuensi dari adanya keragaman budaya, agama, bahasa, gender, dan usia dengan tujuan 
melatih pelajar utuk dapat saling menghargai perbedaan yang muncul pada saat proses 
pembelajaran berlangsung (Yaqin, 2019). 
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METODE PENELITIAN           

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari 
oleh adanya kemampuan pendekatan tersebut dalam memahami fenomena sebagaimana yang 
dialami oleh subyek, sehingga akan diperoleh suatu gambaran secara utuh mengenai bagaimana 
peranan sekolah dalam menerapkan kewarganegaraan multikultural. Penelitian kualitatif 
merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang mampu mengungkap masalah-masalah 
sosial. Penelitian kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mengharuskan menemukan suatu 
makna sebagai hasil dari eksplorasi terhadap data, kemudian data yang terkumpul akan dianalisa 
secara detail dan mendalam dengan melibatkan beberapa informan atau obyek penelitian sebagai 
sumber data dalam penelitian ini (Creswell, 2016). Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah 
atas Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung. 

Artikel ini merupakan bentuk dari hasil penelitian desktiptif analitis dengan cara 
menganalisis permasalahan disertai hasil analisis dari sumber-sumber pendukung yaitu artikel-
artikel  maupun dari buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal yang dituliskan dalam artikel 
ini. Analisis yang dibangun berdasarkan teori atau pengertian teoritis, bahwa model konseptual 
adalah sebuah konstruksi verbal atau visual yang membantu untuk membedakan antara apa yang 
penting dan apa yang tidak (Jonker, Pennink, & Wahyuni, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang penting dalam mewujudkan warga negara 
multikultural. Pembelajaran PPKn memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami nilai-
nilai Pancasila yang mendasari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta untuk 
menginternalisasi konsep-konsep multikulturalisme seperti toleransi, pluralisme, dan 
menghargai keberagaman budaya. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran PPKn dapat 
memberikan ruang bagi siswa untuk memahami perbedaan-perbedaan budaya, agama, dan etnis 
dalam masyarakat, serta untuk belajar bagaimana bersikap inklusif dan menghargai keberagaman 
dalam interaksi sosial. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya memberikan 
pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang 
menguatkan identitas sebagai warga negara multikultural. 

Selanjutnya, penelitian menyoroti perlunya pengembangan kurikulum dan metode 
pembelajaran yang relevan dan efektif dalam konteks multikultural, serta pelatihan yang 
kontinyu bagi guru PPKn untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar materi-
materi yang berkaitan dengan multikulturalisme. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, 
termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk 
menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi siswa untuk menjadi 
warga negara multikultural yang berdaya. 

Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang efektif dapat meningkatkan 
kesadaran multikultural dan pemahaman siswa tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis 
dalam masyarakat. pembelajaran PPKn memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara 
yang multikultural. Dengan kesiapan guru, dukungan kurikulum, dan kesadaran masyarakat yang 
meningkat, pendidikan multikultural melalui pembelajaran PPKn dapat menjadi salah satu 
strategi yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang beragam budaya, harmonis, dan 
inklusif. 

Keanekaragaman budaya, sebagai atribut khas Indonesia sebagai negara bangsa, juga 
menjadi faktor pendorong bagi pengembangan dan penerapan model kebijakan masyarakat 
majemuk karena model tersebut diharapkan dapat menyatukan ragam keberagaman yang ada. 
Namun, karena unsur-unsur yang membentuk negara Indonesia sangat beragam baik dari segi 
geografis, fisik, populasi, sosial, ekonomi, maupun budaya, maka model kebijakan pluralistik 
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pada saat itu dianggap sebagai pendekatan yang paling rasional dan dapat memenuhi kebutuhan 
sebagai pengikat kesatuan nasional yang terpadu (Agustianty, 2021). Untuk mengembangkan 
pemahaman tentang keberagaman yang ada di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan ialah 
dengan menerapkannya melalui dunia pendidikan. Pendidikan multikultural telah diterapkan 
pada pembelajaran di persekolahan. Pendidikan multikulturalisme di Indonesia telah menempuh 
perjalanan yang panjang dan melalui berbagai tahapan. Kehadirannya tidak terbatas pada ruang 
kosong, tetapi telah meresap ke dalam masyarakat seiring dengan perubahan struktur sosial dan 
politik yang terjadi (Nurcahyono, 2018). 

Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural 
tercermin dari banyaknya insiden dan pertikaian, serta kurangnya pemahaman akan pluralisme 
di Indonesia. Kesadaran akan sikap yang bijaksana juga masih belum mencolok pada setiap 
individu Indonesia. Semua warga seharusnya telah teredukasi dan memiliki tanggung jawab 
untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Nilai-nilai 
tersebut diterapkan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Fenomena perpecahan masih sering 
terjadi, seperti yang sering disorot di media massa, serangan terhadap gereja, konflik di 
perbatasan, dan banyak lagi insiden yang hanya diredam tanpa penyelesaian yang menyeluruh. 
Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci untuk memberikan pemahaman sejak dini, dengan 
harapan ke depannya tidak akan ada konflik serupa dan Indonesia dapat menjauh dari 
perpecahan. Toleransi yang tinggi, pengembangan budaya yang dimiliki, serta penghargaan dan 
pelestarian budaya-budaya Indonesia harus dijunjung tinggi (Wika dan Harmawati, 2021). 

Guna mengamati proses pelaksanaan praktik kewarganegaraan multikultural di lingkungan 
sekolah melalui pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dilakukan dengan cara sbagai berikut:  

1. Pengenalan Konsep Multikultural: Guru PPKn memperkenalkan konsep-konsep 
multikultural kepada siswa, seperti toleransi, pluralisme, menghargai keberagaman, dan 
hak asasi manusia. 

2. Diskusi dan Refleksi: Guru memfasilitasi diskusi kelas tentang pentingnya 
multikulturalisme dalam masyarakat modern. Siswa diundang untuk berbagi pengalaman 
mereka sendiri dan berdiskusi tentang tantangan dan manfaat dari hidup dalam 
masyarakat multikultural. 

3. Studi Kasus: Guru menggunakan studi kasus tentang konflik antarbudaya atau 
pelanggaran hak asasi manusia sebagai contoh konkret tentang pentingnya toleransi dan 
penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat. 

4. Analisis Media: Siswa menganalisis media, termasuk iklan, film, dan berita, untuk 
mengidentifikasi stereotip atau prasangka yang mungkin ada dalam representasi budaya 
dan etnis. Mereka kemudian membahas bagaimana representasi tersebut dapat 
memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberagaman. 

5. Pembelajaran Kolaboratif: Guru mendorong pembelajaran kolaboratif di mana siswa 
bekerja sama dalam kelompok untuk mengeksplorasi isu-isu multikultural dan 
menciptakan solusi yang mempromosikan integrasi sosial dan penghormatan terhadap 
perbedaan. 

6. Kegiatan Praktik: Guru mengorganisir kegiatan praktik di mana siswa berinteraksi 
dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti kunjungan ke 
tempat ibadah, pertemuan dengan anggota komunitas etnis, atau partisipasi dalam acara 
budaya. 

7. Evaluasi dan Refleksi: Siswa dievaluasi tidak hanya berdasarkan pemahaman mereka 
tentang konsep-konsep multikultural, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka 
untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga 
merenungkan bagaimana pengalaman pembelajaran tersebut memengaruhi sikap dan 
perilaku mereka sendiri terhadap keberagaman. 
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Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada multikulturalisme mengadopsi 
pendekatan dialogis sebagai cara untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam 
keragaman dan perbedaan dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. 
Prinsip dasar dari pendidikan ini adalah semangat kesetaraan, kesederajatan, saling memahami, 
menghargai persamaan, perbedaan, keunikan, serta interdependensi, serta adanya kepercayaan 
antarpihak yang terlibat di dalamnya(Muchasan, 2018). Bagi guru yang berada di tengah 
masyarakat yang semakin beragam, tantangannya adalah bagaimana menyiapkan siswa mereka 
agar dapat berpartisipasi dalam isu-isu kompleks dengan cara yang mencerminkan prinsip 
pemerataan dan keadilan. Demokrasi dan keragaman merupakan konsep yang kompleks yang 
tidak dapat dipahami secara sempit; konflik dalam pengalaman, sudut pandang, sejarah, dan 
kepentingan tertentu tidak dapat diurai menjadi formula atau narasi standar, dan 
penyelesaiannya tidak dapat direduksi menjadi langkah-langkah yang baku. Kebanyakan guru 
memerlukan bantuan dalam belajar untuk menganalisis dan membimbing siswa melalui 
tantangan-tantangan kehidupan publik yang kompleks, dan tidak realistis untuk mengharapkan 
mereka untuk menemukan cara melakukannya sendiri(Sleeter, 2014). 

Pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan 
keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia dengan orang-orang di seluruh dunia. 
Identitas global, keterikatan, dan komitmen merupakan kosmopolitanisme (Nussbaum, 2017). 
Kosmopolitan memandang diri mereka sebagai warga dunia yang akan membuat keputusan dan 
mengambil tindakan untuk kepentingan global yang akan menguntungkan umat manusia. 
Nussbaum menyatakan bahwa 'kesetiaan mereka adalah untuk komunitas manusia sedunia'. 
Pendidikan kewarganegaraan juga harus membantu siswa untuk menyadari bahwa ‘tidak ada 
loyalitas lokal yang dapat membenarkan lupa bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab 
satu sama lain’ (Appiah, 2019). Sebagai warga masyarakat global, siswa juga harus 
mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya mengambil tindakan dan 
membuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah dunia yang sulit. Mereka perlu 
berpartisipasi dengan cara yang akan meningkatkan demokrasi dan mempromosikan kesetaraan 
dan keadilan sosial dalam komunitas budaya, bangsa, wilayah, dan dunia mereka. Wacana 
pendidikan multikultural di Indonesia yang berakar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) tidak dapat dipisahkan dari gelombang reformasi pendidikan secara global. 
Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak dapat mengabaikan pengaruh yang lebih luas dari dunia, 
sehingga pendidikan multikultural memainkan peran yang signifikan dalam mempersiapkan 
generasi bangsa sebagai bagian dari warga negara global. Globalisasi telah mengubah keterkaitan 
antara bangsa-bangsa menjadi sebuah komunitas global (Adhani, 2014). 

Kurikulum di sekolah yang bersumber pada wawasan multikultural memang tidak mudah 
disusun. Suparta (Suparta, 2008) menjelaskan terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam 
upaya menyusun kurikulum yang multikultural di lingkungan sekolah, yaitu:  

1. Kebudayaan lokal di Indonesia ratusan jumlahnya, maka dari semua puncak-puncak 
kebudayaan daerah itu harus dipilih beberapa saja yang relevan dan sedikit banyaknya 
lengkap inventarisasinya.  

2. Sejalan dengan otonomi dalam bidang pendidikan, maka sebaiknya pilihan mana yang 
relevan untuk dimasukkan kedalam mata pelajaran yang bersangkutan, harus diserahkan 
kepada daerah-daerah otonom untuk merundingkanya sendiri. 

Keberhasilan sekolah dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural melalui 
pendidikan multikultural, selain ditentukan oleh kurikulum, model penanaman kewarganegaraan 
multikultural di sekolah Peran guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam 
menimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah sangatlah penting, Guru PPKn dapat 
mengajar dan mempromosikan nilai-nilai multikultural, seperti toleransi, kerjasama antarbudaya, 
menghargai keberagaman, dan menghormati hak asasi manusia. Mereka dapat menggunakan 
berbagai metode pengajaran, termasuk cerita, diskusi, permainan peran, dan proyek kolaboratif 
untuk menyampaikan pesan multikultural. Guru PPKn dapat bekerja sama dengan guru-guru 
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mata pelajaran lain untuk mengintegrasikan konten multikultural ke dalam kurikulum sekolah. 
Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan bahan bacaan, film, atau proyek-proyek yang 
mengangkat tema-tema multikultural ke dalam pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Guru 
PPKn dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di kelas, di mana setiap siswa merasa 
diterima dan dihargai, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau etnis mereka. Ini 
dapat mencakup menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif 
mereka sendiri serta menghargai keberagaman dalam diskusi kelas. Guru PPKn dapat menjadi 
contoh bagi siswa dengan menunjukkan sikap dan perilaku multikultural dalam kehidupan 
sehari-hari. Mereka dapat menunjukkan toleransi, menghormati keberagaman, dan mengambil 
sikap terhadap diskriminasi atau intoleransi di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran 
berbasis proyek (PjBL) Guru PPKn dapat mendukung penelitian dan proyek yang mengangkat 
tema-tema multikultural di sekolah. Mereka dapat membimbing siswa dalam mengeksplorasi 
isu-isu multikultural melalui proyek-proyek penelitian, drama, seni, atau media lainnya. 

Pendekatan pluralis menegaskan dan mendorong multikulturalisme, baik pada ranah 
privat maupun pada ranah publik bereaksi terhadap kritik netralitas liberal, negara pluralis akan 
terang-terangan mengadopsi kebijakan ini guna mendorong perkembangan kelompok tertentu, 
mengakui mereka sebagai kelompok yang sah, dan membentuk perkembangan komunitas 
politik di sekitar mereka. Budaya minoritas akan bebas untuk berasimilasi secara maksimal, 
sebagian atau tidak sama sekali, bergantung pada bagaiman hubungan mereka sendiri dengan 
kelompok budaya yang "dominan". Namun, yang terpenting dari hal itu adalah bahwa mereka 
dapat diakui telah memiliki hak dan status yang sama. Cara yang tepat untuk melakukan atau 
mempraktekan kewarganegaraan multikultural adalah dengan menjelaskan kebalikannya yang 
dikritik atau dimodifikasi. Kewarganegaraan universal mengacu pada kesetaraan hak dan status 
yang telah muncul untuk mendefinisikan keanggotaan di negara-bangsa liberal demokratis: 
“kewarganegaraan adalah untuk semua orang, dan setiap orang memiliki kesamaan hak sebagai 
seorang warga negara” (Young, 2002).  Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan adanya 
keanekaragaman itu, akan tetapi sebagai suatu gagasan atau kebijakan politik untuk mengatasi 
dan menangani keanekaragaman budaya dan klaim-klaim moral, hukum, dan politis yang dibuat 
atas nama kesetiaan pada etnik, agama, bahasa, atau kebangsaan (Kymlicka, 2022). 

SIMPULAN 

Sebagai bagian yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah memiliki 
perana yang penting dalam mewujudkan warga negara yang memahami kondisi bangsa yang 
memiliki keberagaman sangat komoleks, sehingga nantinya mamou menjadi warga negara yang 
memahami dan melaksanakan nilai-nilai multikultural dengan baik. Sebagai konsekwensinya, 
sekolah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu 
mewujudkan hal tersebut melalui pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai multikultural 
kepada para peserta didik. Penerapan Pendidikan multikultural melalui pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya membentuk karakter 
peserta didik agar menjadi warga negara multikultural. Tanpa adanya pendidikan multikultural 
yang dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah sulit bagi peserta didik untuk 
memahami dan melaksanakan pendidikan multikultural yang tujuannya adalah membentuk smart 
and good citizens. Dengan demikian dapat disimpulkan implementasi pendidikan multikultural 
melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dapat menjadi 
alternatif dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural yang baik bagi bangsa Indonesia. 

Pembelajaran PPKn dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan 
pemahaman, apresiasi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan etnis dalam 
masyarakat, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam dunia yang semakin multikultural. 
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